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ABSTRAK 

Implementasi otonomi daerah di Indonesia menghadirkan perubahan mendasar dalam tata 

kelola pendidikan melalui desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah. Namun, pada 

saat yang sama, pendidikan Islam yang diselenggarakan melalui madrasah tetap berada di 

bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Perbedaan tata kelola 

tersebut menimbulkan kesenjangan kebijakan, terutama terkait pendanaan, pengelolaan sumber 

daya manusia, dan koordinasi antarlembaga, yang hingga kini masih belum banyak dikaji secara 

komprehensif pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 

(MTs). Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kebijakan pendidikan Islam pada era 

otonomi daerah serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMP dan MTs. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan. Data utama 

diperoleh melalui analisis dokumen peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta didukung oleh berbagai literatur ilmiah yang 

relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis 

komparatif terhadap implementasi kebijakan pada kedua lembaga pendidikan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dualisme kewenangan menyebabkan ketimpangan pendanaan, 

kesenjangan infrastruktur, serta hambatan koordinasi dalam pengelolaan guru. Meskipun 

demikian, sejumlah pemerintah daerah mampu mengembangkan kebijakan adaptif melalui 

dana hibah dan peraturan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan Islam. 

Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih adil, terintegrasi, dan 

inklusif. 

Kata kunci: Otonomi Daerah, Dualisme Kebijakan Pendidikan, Desentralisasi Pendidikan, 

Tata Kelola Madrasah, Kebijakan Pendidikan Islam, Madrasah Tsanawiyah. 

 

ABSTRACT 

The implementation of regional autonomy in Indonesia has fundamentally transformed 

educational governance through the decentralization of authority to local governments. 

However, Islamic education provided by madrasahs remains under the centralized authority of 

the Ministry of Religious Affairs. This dual governance structure has created policy disparities, 

particularly in funding, human resource management, and institutional coordination, which 

have not been comprehensively examined at the levels of Junior High Schools (SMP) and 

Madrasah Tsanawiyah (MTs). This study aims to analyze the dynamics of Islamic education 

policy in the era of regional autonomy and its implications for the administration of SMP and 

MTs. This research employed a qualitative approach using a policy study method. The primary 

data were obtained from the analysis of legal documents, particularly Law Number 20 of 2003 

https://jurnalp4i.com/index.php/educator
mailto:nadaraharjo75@gmail.com
mailto:munadimahdiputra@gmail.com
mailto:abdulmatin@staff.uinsaid.ac.id


  EDUCATOR : Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Vol. 6, No. 3, Juli-September 2026 

e-ISSN : 2807-8659 | p-ISSN : 2807-8829 

Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/educator 

 

Copyright (c) 2026 EDUCATOR : Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

https://doi.org/10.51878/educator.v6i3.13311 

374  

Penerapan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan mendasar terhadap 

tata kelola pendidikan melalui pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan 

pemerataan layanan pendidikan, khususnya antara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Madrasah Tsanawiyah (MTs). Berbagai kajian menunjukkan bahwa madrasah masih 

menghadapi keterbatasan pendanaan, kesenjangan sarana dan prasarana, serta distribusi guru 

yang belum merata dibandingkan sekolah umum karena perbedaan sistem pengelolaan 

kelembagaan. Kondisi tersebut tampak dari masih dominannya pembiayaan madrasah yang 

bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan SMP 

memperoleh dukungan yang lebih luas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Perbedaan tata kelola tersebut menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah belum 

sepenuhnya memberikan akses yang setara bagi seluruh satuan pendidikan dalam memperoleh 

dukungan pembiayaan dan layanan publik, sehingga tujuan desentralisasi pendidikan untuk 

mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan masih menghadapi 

berbagai tantangan dalam implementasinya (Ridwan & Sumirat, 2021; Djuniarti et al., 2023; 

Ramawati et al., 2025). 

Secara konseptual, desentralisasi pendidikan bertujuan meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan melalui 

pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Prinsip tersebut diakomodasi 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

menempatkan pendidikan sebagai urusan pemerintahan konkuren. Namun, pada saat yang 

sama, pendidikan Islam yang diselenggarakan melalui madrasah tetap berada dalam 

kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Agama karena berkaitan dengan urusan 

agama yang termasuk urusan pemerintahan absolut. Kondisi ini melahirkan dualisme tata kelola 

pendidikan yang menyebabkan adanya dua sistem administrasi, pembiayaan, pembinaan, dan 

pengelolaan sumber daya manusia yang berjalan secara berbeda. Dalam perspektif kebijakan 

publik, dualisme tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan regulasi, tumpang tindih 

kewenangan, serta ketimpangan dalam penyediaan layanan pendidikan sehingga diperlukan 

harmonisasi regulasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

agar efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang pendidikan 

dapat tercapai secara optimal (Busroh et al., 2024; Putri & Winarti, 2025). 

Sejumlah penelitian telah membahas implementasi otonomi daerah maupun 

desentralisasi pendidikan di Indonesia. Aini (2022) menjelaskan bahwa kebijakan otonomi 

daerah memberikan peluang bagi madrasah untuk mengembangkan pengelolaan berbasis 

on the National Education System and Law Number 23 of 2014 on Regional Government, 

supported by relevant scholarly literature. The data were analyzed using content analysis and 

comparative analysis to examine policy implementation in both educational institutions. The 

findings indicate that the dual governance system has contributed to disparities in educational 

funding, infrastructure, and teacher management. Nevertheless, several local governments have 

introduced adaptive policies through grant schemes and regional regulations to support Islamic 

education. The study concludes that stronger regulatory harmonization between the central and 

local governments is essential to establish a more equitable, integrated, and inclusive 

educational governance system. 

Keywords: Regional Autonomy, Dualism Of Education Policy, Education Decentralization, 
Madrasah Governance, Islamic Education Policy, Madrasah Tsanawiyah (Mts). 

 

PENDAHULUAN 

https://jurnalp4i.com/index.php/educator


  EDUCATOR : Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Vol. 6, No. 3, Juli-September 2026 

e-ISSN : 2807-8659 | p-ISSN : 2807-8829 

Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/educator 

 

Copyright (c) 2026 EDUCATOR : Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

https://doi.org/10.51878/educator.v6i3.13311 

375  

sekolah dan inovasi pendidikan, meskipun masih menghadapi tantangan karena kewenangan 

pembinaan tetap berada pada pemerintah pusat. Lainah et al. (2022) menunjukkan bahwa posisi 

madrasah dalam sistem otonomi daerah masih berada pada tata kelola yang berbeda dengan 

sekolah umum sehingga memunculkan peluang sekaligus tantangan dalam peningkatan mutu 

pendidikan. Rahmadani et al. (2025) menemukan bahwa efektivitas pembiayaan pendidikan 

pada era otonomi daerah dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, transparansi pengelolaan 

anggaran, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, 

berbagai penelitian tersebut lebih berfokus pada desentralisasi pendidikan, pengelolaan 

madrasah, atau pembiayaan pendidikan secara umum sehingga belum memberikan analisis 

komparatif mengenai implikasi dualisme tata kelola pendidikan terhadap penyelenggaraan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). 

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian 

mengenai hubungan antara kebijakan otonomi daerah dengan dualisme tata kelola pendidikan 

pada jenjang pendidikan dasar menengah pertama. Sebagian besar penelitian lebih 

menitikberatkan pada aspek regulasi, pendanaan, atau pengelolaan madrasah secara terpisah, 

sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai perbedaan mekanisme tata kelola 

antara SMP dan MTs dalam kerangka desentralisasi pendidikan. Padahal, kedua lembaga 

tersebut menyelenggarakan pendidikan pada jenjang yang sama, tetapi berada di bawah sistem 

kelembagaan yang berbeda sehingga menghasilkan konsekuensi kebijakan yang tidak seragam. 

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis komparatif mengenai 

dualisme tata kelola pendidikan antara SMP dan MTs dalam perspektif otonomi daerah. 

Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan 

kajian kebijakan pendidikan Islam sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan 

regulasi yang lebih terintegrasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai 

masih adanya dualisme tata kelola pendidikan antara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk dualisme kebijakan yang muncul sebagai 

konsekuensi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, penelitian ini menganalisis dampak dualisme 

kebijakan tersebut terhadap aspek pendanaan, pengelolaan guru, serta penyediaan sarana dan 

prasarana pendidikan, sekaligus mengkaji sejauh mana pemerintah daerah dapat 

mengembangkan kebijakan alternatif untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan Islam 

tanpa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

dinamika kebijakan pendidikan Islam sekaligus menawarkan dasar konseptual bagi penguatan 

tata kelola pendidikan yang lebih terintegrasi, adil, dan selaras dengan prinsip otonomi daerah 

(Khoiriyah et al., 2023; Basyar & Mukhbir, 2025; Aminah, 2025). 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bentuk dualisme kebijakan pendidikan antara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini 

juga bertujuan mengidentifikasi dampak dualisme kebijakan terhadap tata kelola pendidikan, 

khususnya pada aspek pendanaan, distribusi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana, 

sekaligus mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan yang dapat dikembangkan pemerintah 

daerah untuk mendukung pemerataan mutu pendidikan tanpa bertentangan dengan pembagian 

kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat 

memperkaya kajian kebijakan pendidikan Islam, terutama yang berkaitan dengan hubungan 
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antara desentralisasi pendidikan, tata kelola madrasah, dan penyelenggaraan pendidikan yang 

berkeadilan. Selain memberikan kontribusi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan 

kebijakan yang lebih harmonis, kolaboratif, dan adaptif guna mewujudkan pemerataan mutu 

pendidikan nasional pada satuan pendidikan umum maupun madrasah (Mustabsyirah & 

Yuspiani, 2025; Arif, 2025; Aminah, 2025; Khasaugi, 2022). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kebijakan (policy 

study) yang bertujuan menganalisis dinamika kebijakan pendidikan Islam dalam kerangka 

otonomi daerah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 

(MTs). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penafsiran terhadap 

substansi kebijakan, hubungan antarregulasi, serta implikasinya terhadap tata kelola 

pendidikan, sehingga tidak memerlukan pengujian hipotesis secara statistik. Studi kebijakan 

digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, dan konsekuensi implementasi 

kebijakan pendidikan yang diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Analisis 

dilakukan dengan membandingkan kewenangan, mekanisme pendanaan, pengelolaan sumber 

daya manusia, dan sistem pembinaan antara SMP yang berada di bawah Dinas Pendidikan 

dengan MTs yang dikelola oleh Kementerian Agama. Melalui pendekatan tersebut, penelitian 

berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk dualisme tata kelola 

pendidikan serta implikasinya terhadap pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. 

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen primer dan 

sekunder. Dokumen primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

kebijakan pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai 

regulasi teknis yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan dan madrasah. Dokumen 

sekunder berupa artikel ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang dipublikasikan pada periode 

2021-2025, dengan kriteria membahas otonomi daerah, kebijakan pendidikan, tata kelola 

madrasah, dan desentralisasi pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan 

penelusuran literatur pada basis data ilmiah, seleksi dokumen berdasarkan relevansi, 

kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan 

identifikasi serta pengelompokan informasi sesuai tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis 

menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menginterpretasikan substansi 

kebijakan dan analisis komparatif untuk membandingkan implementasi tata kelola pendidikan 

pada SMP dan MTs sehingga diperoleh gambaran mengenai persamaan, perbedaan, serta 

implikasi kebijakan dalam konteks otonomi daerah. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Analisis Dokumen tentang Dualisme Tata Kelola Pendidikan SMP dan MTs 

Analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai regulasi yang mengatur 

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai literatur ilmiah yang 

membahas implementasi kebijakan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kedua 

lembaga berada pada jenjang pendidikan yang sama, keduanya memiliki sistem tata kelola yang 
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berbeda karena berada di bawah kewenangan lembaga pemerintah yang berbeda. Perbedaan 

tersebut memengaruhi mekanisme pengelolaan kelembagaan, pembiayaan, pengembangan 

sumber daya manusia, hingga proses pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Temuan tersebut 

selanjutnya dirangkum pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Dokumen Pembagian Kewenangan Pendidikan pada SMP dan 

MTs 

 

Dimensi SMP MTs 

Status kewenangan 
Urusan pemerintahan 

konkuren 
Urusan pemerintahan absolut 

Instansi pembina Dinas Pendidikan Kementerian Agama 

Pendanaan utama APBD dan APBN 
APBN melalui Kementerian 

Agama 

Pengelolaan guru Pemerintah daerah Kementerian Agama 

Pembinaan 

kelembagaan 
Pemerintah daerah Pemerintah pusat 

 

Tabel 1 menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam sistem tata kelola pendidikan 

antara SMP dan MTs. Perbedaan tersebut terlihat pada aspek kewenangan, instansi pembina, 

sumber pendanaan, pengelolaan guru, dan pembinaan kelembagaan. SMP sebagai bagian dari 

sistem pendidikan umum memperoleh dukungan langsung dari pemerintah daerah melalui 

mekanisme desentralisasi, sedangkan MTs tetap berada di bawah koordinasi pemerintah pusat 

melalui Kementerian Agama. Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa dualisme 

tata kelola telah terbentuk sejak tingkat regulasi sehingga berpengaruh terhadap implementasi 

kebijakan pendidikan di daerah. 

Berdasarkan hasil analisis dokumen, penelitian menemukan bahwa dualisme tata kelola 

pendidikan merupakan konsekuensi langsung dari perbedaan klasifikasi urusan pemerintahan 

dalam peraturan perundang-undangan. Pendidikan umum diposisikan sebagai urusan 

pemerintahan konkuren sehingga sebagian kewenangannya dapat dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah. Sebaliknya, pendidikan Islam yang dikelola melalui madrasah masih 

dikategorikan sebagai bagian dari urusan agama yang menjadi kewenangan absolut pemerintah 

pusat. Perbedaan tersebut menghasilkan mekanisme administrasi yang berbeda meskipun SMP 

dan MTs sama-sama menyelenggarakan pendidikan pada jenjang menengah pertama. 

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa pemisahan kewenangan tersebut berdampak 

pada perbedaan pola pengambilan keputusan di tingkat daerah. SMP memiliki akses yang lebih 

luas terhadap berbagai program pemerintah daerah, seperti pembangunan sarana prasarana, 

peningkatan kompetensi guru, dan penguatan program pendidikan berbasis kebutuhan lokal. 

Sebaliknya, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan MTs harus mengikuti mekanisme 

https://jurnalp4i.com/index.php/educator


  EDUCATOR : Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Vol. 6, No. 3, Juli-September 2026 

e-ISSN : 2807-8659 | p-ISSN : 2807-8829 

Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/educator 

 

Copyright (c) 2026 EDUCATOR : Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

https://doi.org/10.51878/educator.v6i3.13311 

378  

administrasi Kementerian Agama sehingga ruang intervensi pemerintah daerah menjadi lebih 

terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan proses koordinasi antarlembaga tidak selalu berjalan 

secara efektif. 

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa dualisme tata kelola juga menciptakan 

perbedaan dalam mekanisme pembinaan kelembagaan antara SMP dan MTs. Pemerintah 

daerah memiliki kewenangan yang relatif luas dalam melakukan pembinaan terhadap SMP 

melalui Dinas Pendidikan, baik dalam aspek peningkatan mutu, pengembangan program, 

maupun penguatan kapasitas kelembagaan. Sebaliknya, pembinaan MTs dilaksanakan secara 

vertikal oleh Kementerian Agama sehingga berbagai kebijakan pembinaan harus mengikuti 

mekanisme dan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perbedaan mekanisme tersebut 

menyebabkan berbagai program peningkatan mutu pendidikan yang disusun oleh pemerintah 

daerah belum sepenuhnya dapat diimplementasikan pada madrasah karena keterbatasan 

kewenangan dalam mengintegrasikan program lintas kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa pemisahan sistem pembinaan tidak hanya memengaruhi koordinasi antarlembaga, tetapi 

juga berpotensi menghambat pemerataan mutu layanan pendidikan antara SMP dan MTs di 

tingkat daerah. 

 

Analisis Dampak Dualisme Kebijakan terhadap Tata Kelola Pendidikan 

Tahap analisis berikutnya difokuskan pada identifikasi dampak dualisme kebijakan 

terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam di daerah. Analisis dilakukan dengan 

membandingkan berbagai dokumen kebijakan, hasil penelitian terdahulu, serta regulasi yang 

berkaitan dengan pendanaan, pengelolaan guru, sarana prasarana, dan hubungan kelembagaan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dualisme 

kewenangan tidak hanya memengaruhi aspek administratif, tetapi juga berdampak terhadap 

pemerataan kualitas layanan pendidikan. Ringkasan hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 

2. 

 

Tabel 2. Temuan Dampak Dualisme Kebijakan terhadap Tata Kelola Pendidikan 

 

Aspek Temuan Analisis 

Pendanaan 
MTs lebih bergantung pada APBN sehingga ruang dukungan APBD 

terbatas 

Guru Distribusi guru lebih lambat karena mekanisme birokrasi berbeda 

Sarana 

prasarana 
Terdapat kesenjangan pembangunan fasilitas pendidikan 

Koordinasi 
Program daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan Kementerian 

Agama 

Inovasi daerah Hibah dan Perda menjadi alternatif dukungan pemerintah daerah 

 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa dualisme kebijakan menghasilkan dampak pada 

berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pendanaan, pengelolaan guru, 
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pembangunan sarana prasarana, koordinasi kelembagaan, hingga munculnya inovasi kebijakan 

di tingkat daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi dualisme tidak hanya 

dirasakan oleh lembaga pendidikan, tetapi juga memengaruhi efektivitas implementasi 

kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di sisi lain, beberapa 

pemerintah daerah mulai mengembangkan berbagai strategi adaptif sebagai bentuk dukungan 

terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek pendanaan merupakan dampak yang paling 

dominan dari dualisme kebijakan pendidikan antara SMP dan MTs. Ketergantungan MTs 

terhadap pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat menyebabkan ruang pemerintah 

daerah untuk memberikan dukungan anggaran secara langsung menjadi relatif terbatas. 

Sebaliknya, SMP memperoleh dukungan pendanaan yang lebih beragam melalui kombinasi 

APBD dan APBN sehingga memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan 

operasional, pengembangan program, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. 

Perbedaan mekanisme pendanaan tersebut berkontribusi terhadap munculnya kesenjangan 

dalam kapasitas pengembangan lembaga dan kualitas layanan pendidikan di berbagai daerah. 

Temuan ini menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan pendanaan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk mewujudkan pemerataan mutu pendidikan 

pada satuan pendidikan umum maupun madrasah. 

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa perbedaan mekanisme birokrasi turut 

memengaruhi distribusi dan pengelolaan tenaga pendidik pada SMP dan MTs. Pengangkatan, 

penempatan, serta pembinaan guru pada MTs mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh 

Kementerian Agama, sedangkan pengelolaan guru SMP menjadi kewenangan pemerintah 

daerah melalui Dinas Pendidikan. Perbedaan sistem tersebut menyebabkan proses pemenuhan 

kebutuhan guru di kedua lembaga tidak selalu berlangsung dengan pola dan kecepatan yang 

sama. Kondisi ini berpotensi memengaruhi pemerataan distribusi tenaga pendidik, efektivitas 

pembinaan profesional guru, serta kesinambungan penyelenggaraan pembelajaran pada 

masing-masing satuan pendidikan. Dengan demikian, perbedaan tata kelola sumber daya 

manusia menjadi salah satu konsekuensi penting dari dualisme kebijakan pendidikan yang 

memengaruhi kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dualisme kewenangan berdampak terhadap 

koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Berbagai program peningkatan mutu pendidikan yang dirancang 

oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat diimplementasikan pada madrasah karena 

adanya batasan kewenangan administratif. Akibatnya, integrasi program, sinkronisasi 

perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan sering kali belum berjalan secara optimal meskipun 

memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Keterbatasan 

koordinasi tersebut juga menyebabkan peluang kolaborasi antarlembaga belum dapat 

dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pengembangan madrasah di daerah. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung 

pada kejelasan pembagian kewenangan, tetapi juga pada kemampuan membangun koordinasi 

yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai praktik inovatif yang 

dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dualisme kebijakan terhadap 

penyelenggaraan pendidikan Islam. Bentuk inovasi tersebut antara lain pemberian dana hibah, 

bantuan sosial, kemitraan dengan lembaga pendidikan, serta penyusunan Peraturan Daerah 

mengenai pendidikan keagamaan sebagai bentuk dukungan terhadap madrasah. Berbagai 

kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk 
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berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam tanpa melampaui batas kewenangan 

yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Temuan ini sekaligus 

memperlihatkan bahwa kolaborasi antarlembaga dapat dibangun melalui pendekatan yang 

adaptif dan saling melengkapi sesuai dengan fungsi masing-masing institusi. Oleh karena itu, 

inovasi kebijakan daerah menjadi salah satu alternatif strategis untuk memperkuat pemerataan 

layanan pendidikan dan mendukung terwujudnya tata kelola pendidikan yang lebih kolaboratif 

dan berkeadilan. 

Secara keseluruhan, hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa dualisme tata kelola 

pendidikan pada jenjang SMP dan MTs merupakan konsekuensi dari perbedaan pembagian 

kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Perbedaan tersebut tidak hanya menghasilkan sistem administrasi dan 

pembinaan yang berjalan secara paralel, tetapi juga berdampak pada mekanisme pendanaan, 

pengelolaan tenaga pendidik, penyediaan sarana prasarana, serta koordinasi kelembagaan 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Meskipun beberapa pemerintah daerah telah 

mengembangkan berbagai kebijakan adaptif, seperti pemberian dana hibah dan penyusunan 

peraturan daerah untuk mendukung pendidikan Islam, implementasinya masih bergantung pada 

ruang kewenangan yang tersedia dalam kerangka otonomi daerah. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dualisme kebijakan pendidikan memiliki implikasi yang luas 

terhadap efektivitas tata kelola pendidikan Islam sekaligus memengaruhi upaya pemerataan 

mutu pendidikan nasional. Sintesis temuan tersebut menjadi landasan untuk membahas faktor 

penyebab, implikasi, dan alternatif kebijakan dalam perspektif teori kebijakan pendidikan serta 

hasil penelitian terdahulu pada bagian pembahasan. 

  

Pembahasan  

Dualisme Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Otonomi Daerah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme tata kelola pendidikan antara SMP dan 

MTs merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan yang berbeda antara urusan 

pendidikan dan urusan agama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam perspektif teori 

desentralisasi, pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah bertujuan meningkatkan 

efektivitas pelayanan publik melalui pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan 

kebutuhan masyarakat. Namun, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa prinsip tersebut 

tidak sepenuhnya berlaku bagi madrasah karena penyelenggaraannya tetap berada di bawah 

kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Kondisi tersebut menghasilkan 

dua mekanisme tata kelola yang berjalan secara paralel pada jenjang pendidikan yang sama 

sehingga koordinasi kebijakan menjadi kurang terintegrasi. 

Temuan ini memperkuat pandangan kebijakan publik yang menyatakan bahwa 

efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan pembagian kewenangan 

antaraktor pelaksana. Ketika kewenangan tersebar pada lembaga yang berbeda tanpa 

mekanisme koordinasi yang memadai, implementasi kebijakan cenderung menghadapi 

tumpang tindih maupun kesenjangan pelayanan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Widjaja 

dan Dhanudibroto (2025) yang menunjukkan bahwa efektivitas suatu kebijakan sangat 

bergantung pada koordinasi yang terbangun antar-lembaga pemerintah dalam menjalankan 

kewenangan masing-masing. Temuan ini juga mendukung Arifin (2024) yang menegaskan 

bahwa pengaturan urusan pemerintahan daerah dalam era desentralisasi memerlukan 

pembagian kewenangan yang jelas agar tidak menimbulkan disharmoni implementasi 

kebijakan. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan Al-jamily (2024) yang menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan publik membutuhkan tata kelola kolaboratif (network governance) agar 
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berbagai aktor pemerintah dapat menjalankan peran secara terkoordinasi. Akan tetapi, 

penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif karena tidak hanya membahas 

koordinasi dan pembagian kewenangan dalam implementasi kebijakan secara umum, tetapi 

juga menjelaskan bagaimana dualisme kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah 

pusat membentuk perbedaan tata kelola pendidikan pada jenjang SMP dan MTs. Dengan 

demikian, tujuan penelitian pertama, yaitu menganalisis bentuk dualisme kebijakan pendidikan 

pada jenjang SMP dan MTs dalam kerangka otonomi daerah, telah terjawab melalui identifikasi 

perbedaan kewenangan, kelembagaan, pendanaan, dan mekanisme pembinaan. 

 

Implikasi Dualisme Kebijakan terhadap Tata Kelola Pendidikan Islam 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kebijakan tidak hanya menghasilkan 

perbedaan administratif, tetapi juga memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pendidikan 

melalui aspek pendanaan, pengelolaan tenaga pendidik, koordinasi kelembagaan, serta 

penyediaan sarana dan prasarana. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, keberhasilan 

suatu kebijakan ditentukan oleh konsistensi regulasi, ketersediaan sumber daya, koordinasi 

antarlembaga, dan kapasitas organisasi pelaksana. Ketika komponen tersebut berada dalam 

sistem birokrasi yang berbeda, seperti pada SMP dan MTs, implementasi kebijakan menjadi 

kurang optimal sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas layanan pendidikan. 

Temuan ini sejalan dengan Jemadur (2025) yang menjelaskan bahwa dualisme tata kelola 

pendidikan dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan dan menciptakan perbedaan perlakuan 

antarlembaga. Hasil ini juga mendukung Rodin et al. (2025) yang menunjukkan bahwa 

pengelolaan pendidikan Islam masih menghadapi tantangan koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan, serta selaras dengan Ristanti (2023) yang menegaskan pentingnya tata kelola yang 

baik dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pendidikan di madrasah. Penelitian ini 

melengkapi temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa dampak dualisme tidak hanya 

memengaruhi aspek manajerial, tetapi juga integrasi program pembangunan pendidikan dan 

pemerataan mutu antara SMP dan MTs. Dengan demikian, tujuan penelitian kedua, yaitu 

mengidentifikasi dampak dualisme kebijakan terhadap pengelolaan SMP dan MTs, telah 

tercapai melalui identifikasi berbagai implikasi tersebut. 

 

Alternatif Kebijakan dalam Mendukung Pemerataan Mutu Pendidikan 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembagian kewenangan membatasi 

ruang intervensi pemerintah daerah terhadap madrasah, terdapat berbagai bentuk inovasi 

kebijakan yang mampu mengurangi dampak dualisme tersebut. Pemberian dana hibah, bantuan 

sosial, kemitraan dengan lembaga pendidikan, serta penyusunan Peraturan Daerah mengenai 

pendidikan keagamaan merupakan bentuk adaptasi kebijakan yang mencerminkan komitmen 

pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan Islam sesuai kewenangan yang dimiliki. 

Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan formal tidak sepenuhnya 

menghambat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu madrasah melalui dukungan 

pendanaan, pengembangan program, dan penyediaan sarana pendidikan. Dalam perspektif 

collaborative governance, keberhasilan penyelenggaraan layanan publik tidak hanya 

ditentukan oleh pembagian kewenangan formal, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan satuan pendidikan membangun koordinasi serta kolaborasi yang efektif. 

Oleh karena itu, harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi 

faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Sinergi melalui 

pembagian peran yang jelas, regulasi yang selaras, dan koordinasi yang berkelanjutan 
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diharapkan mampu mengurangi kesenjangan layanan pendidikan serta mewujudkan tata kelola 

pendidikan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemerataan mutu. 

Temuan ini sejalan dengan Aderempas et al. (2025) yang menunjukkan bahwa 

kebijakan pemerintah daerah berperan penting dalam mendukung pemerataan layanan 

pendidikan melalui berbagai bentuk intervensi daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung 

Putri (2025) yang menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan Islam memerlukan sinergi antara 

pemerintah pusat dan daerah agar alokasi sumber daya lebih efektif, serta selaras dengan 

Mustabsyirah dan Yuspiani (2025) yang menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan 

madrasah memerlukan harmonisasi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan implementasi. 

Penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa pemerataan mutu 

pendidikan tidak cukup dicapai melalui desentralisasi atau sentralisasi semata, tetapi 

memerlukan integrasi kebijakan yang mampu menyinergikan kewenangan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. Dengan demikian, tujuan penelitian ketiga, yaitu mengevaluasi 

alternatif kebijakan dalam mendukung pemerataan mutu pendidikan, telah terjawab melalui 

identifikasi berbagai model kolaborasi yang dapat memperkuat tata kelola pendidikan Islam di 

era otonomi daerah. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kebijakan 

pendidikan Islam pada era otonomi daerah tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan 

pembagian kewenangan administratif, melainkan sebagai isu tata kelola yang berkaitan dengan 

efektivitas implementasi kebijakan, pemerataan sumber daya, dan kualitas layanan pendidikan. 

Sintesis temuan memperlihatkan bahwa dualisme tata kelola menjadi faktor utama yang 

melatarbelakangi ketimpangan pendanaan, distribusi guru, dan koordinasi kelembagaan antara 

SMP dan MTs. Temuan ini sejalan dengan Rijal (2024) yang menegaskan pentingnya dukungan 

regulasi daerah dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan pendidikan keagamaan, serta 

mendukung Rahman et al. (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi 

daerah sangat bergantung pada harmonisasi kewenangan dan koordinasi antarpemerintah. 

Selain itu, Afif (2025) menegaskan bahwa implementasi kebijakan daerah memerlukan tata 

kelola dan pengelolaan kewenangan yang akuntabel agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara 

efektif. Oleh karena itu, penguatan harmonisasi regulasi, koordinasi antarlembaga, dan 

pengembangan tata kelola kolaboratif menjadi strategi yang diperlukan untuk mewujudkan 

sistem pendidikan nasional yang lebih adil, terintegrasi, dan inklusif. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kebijakan pendidikan Islam pada era 

otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam mewujudkan tata kelola 

pendidikan yang adil dan terintegrasi. Tujuan penelitian untuk menganalisis bentuk dualisme 

kebijakan, mengidentifikasi dampaknya terhadap penyelenggaraan pendidikan pada SMP dan 

MTs, serta mengevaluasi alternatif kebijakan yang dapat dikembangkan telah tercapai. Hasil 

penelitian menegaskan bahwa perbedaan sistem kewenangan memengaruhi efektivitas 

pendanaan, pengelolaan sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, dan pemerataan 

layanan pendidikan, sehingga harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Di sisi 

lain, berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah menunjukkan bahwa kolaborasi 

antarlembaga tetap dapat diwujudkan tanpa mengabaikan ketentuan pembagian kewenangan 

yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan 

penyelenggaraan pendidikan Islam pada era desentralisasi bergantung pada sinergi kebijakan 
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yang mampu menghubungkan kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu 

kerangka tata kelola yang kolaboratif. 

Penelitian ini memberikan implikasi teoretis dengan memperkaya kajian kebijakan 

pendidikan Islam, khususnya mengenai hubungan antara desentralisasi, dualisme tata kelola, 

dan efektivitas implementasi kebijakan pada satuan pendidikan yang berada dalam sistem 

kelembagaan berbeda. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih harmonis, 

memperkuat mekanisme koordinasi, serta mengembangkan model kolaborasi yang mendukung 

pemerataan mutu pendidikan antara SMP dan MTs. Temuan penelitian juga menunjukkan 

pentingnya penyusunan regulasi yang lebih adaptif agar ruang dukungan pemerintah daerah 

terhadap madrasah dapat dioptimalkan tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Selain 

itu, penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan kajian lanjutan yang melibatkan 

analisis empiris di berbagai daerah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan 

kolaboratif dalam konteks yang berbeda. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi 

dasar pengembangan model tata kelola pendidikan Islam yang lebih inklusif, berkeadilan, dan 

responsif terhadap kebutuhan pendidikan nasional pada masa mendatang. 
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